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15 Kali Berturut-turut, Capalan dengan Proses Panjang

Kami menerima
laporan hasil
pemeriksaan oleh
BPK atas laporan
kinerja keuangan
tahun 2023. Kita

99

Jumat (8/3).

+ BPKRI=

JOGJA - Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Pemkot Jogja Tahun
2023 mendapatkan opini Wajar Tanpa

" Pengecualian (WTP) dari Badan Pemerik-
saan Keuangan (BPK) RI Perwakilan
DIJ. Predikat itu telah didapatkan Pemkot
Jogja total sebanyak 15 kali berturut-turut.

”Kami menerima laporan hasil peme-
riksaan oleh BPK atas laporan kinerja
keuangan tahun 2023. Kita telah men-
dapatkan sebanyak tiga apresiasi,” ujar
Penjabat Wali Kota Jogja Singgih Raharjo,

Apresiasi pertama berkaitan dengan
Pemkot Jogja yang kali pertama me-
laporkan laporan keuangan tahun 2023
atau unaudited LKPD TA 2023 kepada

Pemkot Jogja Kembali Raih Predikat WTP dari BPK RI

Baca 15 Kali... Hal 2

LAPORAN REUANOAN

15 Kali Berturut-turut, Capaian dengan Proses Panjang

" Sambungan dari hal 1

Pembkot Jogjamenyampailan
laporankeuanganitupada 12
Januari2024. Halitulebih ung-
gul dari daerah lain."Bahkan
prosesipenyampaian laporan
itu juga unik dan meriah de-
ngan menggunakan bregada
dan seluruhnya menggunakan
bajuadat]ogja,’ tutunya.

- Selainitu,Pemkot Jogjajuga
mendapatkan apresiasi atas
capaian perihal tindaklanjut
rekomendasi BPK. Pemkot
Jogjamendapatkan score ter-
tinggi diIndonesia yakni 98,37
persen sejak tahun 2020. "Jadi
tinggal berapa persen lagi
semuanyasudah Iunas. Reko-
mendasi dari BPK total 1.050,
kemudiankitasudah menye-
lesaikan 1.034. Ini persentase
yang paling tinggi,” jelasnya.

LKPD Pemkot Jogja TA.2023
dinyatakan mendapat opini
WTP dari BPKRI Perwalkilan

dalam mempertanggung .

jawabkan pengelolaan keua-
ngan kepada masyarakat.
"Ini bukan: capian yang
muncul begitu saja, tapiber-
proses selama beberapa
tahun. Sehingga selama 2020
hingga 2023 bisa mencapai
tindak lanjut lebih dari 98
persen. Ini semuamasih perlu
kitakejar. Tidak hanya terkait
hasil pemeriksaan ataupun
laporannya, tapi bagaimana
perencanaan juga harus
mengikuti dan sesuai sistem
yang ada,” tambahnya.
Sebelumnya BPK RImela-
lui Perwaldlan DI sudah me-
nyelesaikan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) atas Lapo-
ran Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Kota Jogja.
Oleh karena itu, hasil lapo-
rannya diserahkan ke Pen-
jabat Wali Kota Jogja Singgih
Raharjo pada Jumat (8/3)
di Kantor BPIKRI Perwakilan

Negara Atas dasar itu, LKPD
harus dlsampalkan oleh
gubernur, bupati atau wali
kotakepada BPK tidaklebih
dari tiga bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

Setelah itu, BPK harus me-
nyampaikan LHP atas LKPD
kepada DPRD paling lambat
duabulan setelah menerima
laporan keuangan dari peme-
rintah daerah. Anggota VBPK
RIAhmadiNoor Supitmenye-
rahkan LHP atas LKPD Pem-
kot Jogja ke Singgih sebagai
penjabat wali kota. Ahmadi
mengapresiasi PemkotJogja
karena menjadi pemerintah

daerah pertama di Indonesia’

yang menyerahkan LKPD.

-auditif tahun 2023 kepada

BPK pada 12 Januari 2024. =

Penyampaian LKPD ke BPK

secara dini oleh Pemkot Jogja
seharusnya dapat menjadi
inspirasi bagi pemerintah
daerah Jainnya untukmeng-

Sebanyak 70 rekening yang

dibuka di BPD DIJ tanpa
persetujuan dari Bl dan pe--

limpahan penerimaan pajak

daerah ke kas daerah tidak

dilakukan setiap hari.
Kedua, penatausahaan aset

tentang tanah belum tertib.”
Itu karena sebanyak 261 bi--

dang aset tetap tanah belum

bersertifikat dan sebanyak’

11 bidang aset tanah seluas
22.862 meter persegi senilai
Rp 28,27 miliar tidak dapat
diproses penyertifikatannya
karena sudah menjadi hak
pihaklain.

"Hasil pemeriksaan ini BPK
merekomendasikan Wali
Kota.Jogja untuk merevisi
Peraturan Wali Kota Nomor
74 Tahun 2002 dengan meru-
juk kepada Peraturan Pe-
merintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah,’ tambah
Ahmadi. Tidak hanya itu,

4 Penyerahan
£ Pemeriksaan

LUAR BIASA:
Laporan Hasil

atas Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah di
Kantor BPK RI
Perwakilan DLJ,
Jumat (8/3).

DIJ. Perolehanitusekaligus - DIJ. Dalam penyerahanitu, ikutijejdkyangsama.”Mudah- BPKjuga merekomendasi-
menandai PemkotJogjame-  PembkotJogjadiberikanse- mudahan di DI ini, tahun  kan merevisi Peraturan Wali
raih predikatopiniWTPuntuk  jumlah catatan rekomen- depanbukanhanyaduadae- KotaNomor 136 Tahun 2021
ke-15 kali berturut-turut. dasidari BPKuntukdilakukan. ~ rah ini tetapi empat daerah . tentang sistem dan prosedur
"Inimenunjukkankepatu-  LHPLKPD merupakanpeme- lainnya)’ tuturnya dalam sam- pengelolaankeuangan dae-
han, respons dan tanggung  riksaan mandatori yangdi- butannya. Tujuandaripeme- . rah dengan mengatur meka-
jawab kita tethadap kinerja  laksanakan oleh BPK setiap  riksaanlaporankeuanganini nisme rekonsiliasi penda
keuangan di Pemkot Jogja,” tahun sebagai kewajiban ' untuk memberikan . opini patandaerah dankasdiben-
tambah Singgih. untuk memenuhi amanat  tentang kewa;axan perihal  dahara penenmaan
Sementaraitu, Ketua DPRD  yang ditetapkan UU Nomor ~ penyajianlaporankeuangan, Menanggap;;ekomendasx
KotaJogja Danang Rudiyat- 17 Tahun 2003 tentang Keua-  Darihasil pemeriksaan BPK  BPKRJ, L Singgih mengaku
moko menyampaikan, capai- ngar Negara. Selain itu, di-  terhadap LKPD Pemkot]ogja ity m,ep)adx ‘catatan untuk
an pengelolaan keuangan dasarkan padaUUNomor 1 mengungkapkan ketidak- daerah yang dipimpinnya.
Pemkot Jogja merupakan Tahun2004 tentang Perben- patuhan terhada, p kefentu- Dia memasukanakanlangsung
. (proses panjang. Dalampenge- ~ daharaNegaradanUUNomor an peraturan perundang-un- bergerak cepat menindak-
lolaan keuangan itu, Pemkot 15 Tahun 2004 tentang Pe-  dangan. Diantaranya, kesatu lanjuti rekomendasi yang
Jogja juga secara terbuka’ meriksaan, Pengelolaandan  pengelolaanrekeningbank  diberikan untuk melakukan
berkonsultasi dengan BPK  Tanggung Jawab Keuangan ~Pemkot Jogja tidak sesuai. ~perbaikan. (oso/rul/laz/by)
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